BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT

NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

. bahwa perlunya dianggarkan untuk mendanai kebutuhan

mengantisipasi dan menanganani dampak penularan
COVID-19 di wilayah Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat ;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2)

dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah bahwa Pemerintah Daerah yang menyatakan
perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk
mengantisipasi dan penanganan dampak penularan
COVID-19 yang dilakukan dengan pembebanan langsung
pada belanja tidak terduga;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020.

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan
di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-2019) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 142);
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14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 11).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta
Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

3. Surat Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana
Daerah  Kabupaten  Pakpak  Bharat  Nomor
002/GT/IV/2020 tanggal 06 April 2020 tentang Rencana
Kebutuhan Biaya Penanganan Pandemi COVID-19;

4. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor :
440.800/1031/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang
Rencana Kebutuhan Biaya Penanganan Pandemi Covid-
19;

S. Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor : 460/585/DINSOS/IV/2020 tanggal 06 April
2020 tentang Rencana Kebutuhan Biaya Penanganan
Pandemi COVID-19;

6. Surat Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat Nomor :
700/212/INSP/IV /2020 tanggal 7 April 2020 tentang
Hasil Reviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak

Bharat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2019 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula Rp. 563.981.614.949,00
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 563.981.614.949,00
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b. Belanja
1. Semula Rp. 582.577.034.826,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 9.100.499.551,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 591.677.534.377,00
(Defisit )/ Surplus setelah Perubahan Rp. (27.695.919.428,00)

c. Pembiayaan
1. Penerimaan

a) Semula Rp. 18.595.419.877,00

b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 9.100.499.551,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Rp. 27.695.919.428,00
Perubahan

2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 0,00

b) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp. 0,00
Perubahan
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp. 0,00

Berkenaan (SILPA) setelah perubahan

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
Penjabaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 8 April 2020

Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH . Sz

KABUPATEN PAKPAK BHARAT, GIAN HUKUN
ttd Q

SAHAT BANUREA

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 8
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